
Menimbang

Mengingat

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR ^3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Keija dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023.

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

/-



12. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 12 Tahun 2022
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2023 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
26);

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022
Nomor 14) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :
1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Rencana Keija Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) Tahun.



6. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
yang selanjutnya disebut RPD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4
(empat) Tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai
dengan Tahun 2026 yang akan digunakan oleh
Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya
adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan, mensinergikan dan
mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan,
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum
disepakati dengan DPRD.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan Penjabaran RPD.
(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana keija dan pendanaan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun;



d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan
dampak pandemi covid-19 di daerah.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman pada RKP tahun 2023 dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan RKPD Provinsi Lampung.

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik daerah.

Pasal 3

Rancangan akhir adalah RKPD Tahun 2023 dijadikan
bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang
RKPD Tahun 2023

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan
sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan
rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan
dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : PENDAHULUAN
Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab 111 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VII : PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercanturn dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Menggala

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR :



BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang

Tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan

menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal

untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan

sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya

dilaksanakan oleh Bupati dan penyelenggara pemerintahan

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 disusun sebagai

pedoman penyusunan KUA/PPAS dan APBD Tahun 2023, guna

meningkatkan dan menciptakan kineija pemerintah daerah yang

efektif dan optimal dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dalam bentuk program-

program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal

untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan

sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu

keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap

mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan

disiplin dari semua pihak. I

BUPATI

WINARTI


